
BUPATI SEMARANG 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 74 TAHUN 2011 

TENT.ANG 

SALINAN l 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINT ARAN 
(SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINT AH DAERAfl KABUP ATEN SEMARANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan 
keuangan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, diperluk&n 
adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Semarang; 

b. bahwa sesuai · dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah disebutkan ketentuan mengenai Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota 
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam !
1
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huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Semarang; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-
batas Wilayah Kotapraja Sa1atiga dan Daerah Swatantra Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1652); 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tcntt :·ig Pcmbentukan 
Pcratunm Perund~mb -u11Jangun (L~u!buran 1 ~ cgafa Ri;:publik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4349); · 

7. Un<lang-1Jndang Noi. ,or 15 Tahu11 200:~ k nt: ,1g Pcrn ~riksaan, 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingk~t II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia; Nomor 3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan 
Kabupaten Daerah Tingkat . II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3500 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4614); 

l3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun .2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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Menetapkan 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); · 

:MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG 
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
PE:MERINTAH (SPIP) DI · LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN SEMARANG. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh 

pemerintah daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945';· 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebui Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten 
Semarang. 
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang. 
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah aparat pengawasan intern 

pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 
7. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang bertanggung 

jawab langsung kepada bupati. 
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 

pengguna anggaran/ barang. 
9. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 

yang dilakukan secar~ terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-uridangan. 

10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah 
. Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 
dan kegiatan peng":wasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan 
efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang 
baik. 

12. Audit adalah pr~ses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan 
secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai 
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, · efisiensi, dan keandalan informasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 

13. Review adalah penelaahan ulang bukti~bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa 
kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau 
norma yang telah ditetapkan. 

14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan 
dengan standar, rencana, atau · norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor
faktor yang mempengaruhi · keberhasilan a tau kegagalan suatu kegiatan dalam 
mencapai tujuan. · 

15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

16. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa 
sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, 
pembimbingan dan konsultansi, pertgelolaan · hasil pengawasan, dan pemaparan hasil 
pengawasan. 

BAB II · 

KEWENANGAN PENGENDALIAN 

Pasal 2 

(1) Bupati wajib mel3:kukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
daerah untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel. 
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(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6Q Tahun 2008 te~tang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah dan Peraturan pelaksanaannya. 

(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan 
yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 
aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN PEi\IBRINTAH DAERAH 
KABUPATENSEMARANG 

Pasal 3 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Semarang wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
yang meliputil unsur : 
a. lingkungan pengendalian; 
b. penilaian risiko; 
c. kegiatan pengendalian; 
d. informasi dan komunikasi; dan 
e. · pemantauan pengendalian intern 

(2) Uraian unsur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan sebagaimana yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan pelaksanaannya. 

(3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu 
dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Daerah. 

Pasal 4 

(1) Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang 
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai 
dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. 

(3) Ketentuan lcbih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati. 



Pasal 5 

(1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP 
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas pokok dan mekanisme Satuan 
Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

BABIV 

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP 

. Pasal 6 

(1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektifitas 
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan kerja masing-masing. 

(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern 
sebagaimana dimaksud pada -ayat ( 1) dilakukan pengawasan intern atas 
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas 
keuangan daerah . . 

Pasal 7 

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh 
Inspektorat. 

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melakukan pengawasan intern 
melalui: 
a. audit; 
b. rev1u; , :, !: • -

c. evaluasi; .. ·-·"· "'- >-' · ,::":<.(,_ ;:,:_:'i-.':'.l~-''.:_('<L_·n:•r:_'Y- '. . 
d. pemantauan; ~a.n .... , 
e. kegiatan peng1;1wasan lainnya. - ·t;·,, ;·:; ·. :-, ";? <t·f,t· 
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. ·-····· .... - -~ .... - . . '' " 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 
""."" .. .., . --: . "''" 

. ·: '. :~ ·· . ) .. 
Untuk kelancaran penyelenggaraa11 SP_lf, .. ~.a~an ~~~ja_ Perangkat Daerah berkoordinasi 
dengan Badan Pengawasan Keuangan dari '.1.f~fubarlgiihiin-selaku pembina penyelenggara 
SPIP. 

:. ·. 'if •,• 
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Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tan~gal r;§"- 0 7-- /J.Of/ 

Pit. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATENSEMARANG 
~-~~s Pendapatan dan 

~,ei:a~~ll!angan Daerah 

DAYA 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal o Y' - e> i- ' Jlorr 

DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR r'f 


